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Milton ).

‘Managament Dimension of Development Per.

Esman dalam bukunya

spectives and Strategies " tersebut menyatakan:

Di berbagni negara dunia ketiga
pemerintahan dacrah pada umumnya masih sangat
tertinggal. Berbagai peraturan “modern’™ mengenai
masalah bentuk ataupun proses pemerintahan
tersebut cenderung tidak mempercaya para pemika
dacrah yang kekuasaan politiknya didasarkan pada
kekayaan ataupun pada kedudukan sosial tradisional,
vang dikhawatirkan, akan terlepas dart kendali para

petabat pusat dan pustro mendukung keinginan lawan

Implesentast Kewenangan Pemerintah Daeral
terdararkan Uidaee- indang Nevivor 22 Talum 19040

politik mercka

Dengan mengatasnamakan kepentingan
kesatuan nasional, efisiensi pelaksanaan, serta
modernisasi, pars pejabat negara telah

mengkonsentrasikan serta memusatkan tanggung

Jawah layvanan masvarakat kepada para pejabat

hirokrat yang berada di bawahnya. Seringkali hal
tersebut didorong oleh penguasa palitik dasrah yang
kekuasaannya didasarkan pada pendchatan yang
memungkinkan untuk mendapatkan dukungan
pemenntah.

Dremikian pandangan Milton crhadap
keberadaan pemenmtahon dacrah di negara-ncean
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dunia ketiga. Pandangan tersebut didasan pada pola

pikir ala barat vang rasional dan zakelijk vang sangat

berlainan dengan pola pikir bangsa Indonesia yang
masih mempercavai tahyul. Dengan demikian maka
ukuran produktivitas di barat tidak sama dengan kita

di Tnelomesaa,

Perbedaan yang ada tersebut juga
dipengaruhi adanya masalah-masalah sckitar latar
belakang budava. agama serta ras yang pada
gilirannva menciptakan suatu budaya vang berciri
sendiri vang sering disebut relligio magis cosmis
{leh karena itu, tidak pada tempatnya untuk
menvamakan ukuran produktivitas di negara maju
dengan negara vang sedang berkembang seperti juga
Indonesia.

Pada tataran saat ini vang sedang maraknya
diterapkannya otonomi daerah berdasar UL No.22
Tahun 1999, maka tulisan Milton J. Esman dalam
bukunya yang berjudul " Management Dimensions
af Development Perspective and Strategies”
dengan sub judul “ Loacal Authovities " terdapat hal-
hal yang menank untuk dibahas dan dikomentan lebih
anyjust terutama menyangkut pemberian kewenangan
kepada pemerintah daerah,

Adapun permasalahan yang akan dibahas
adalah sebaga berikut ;

1. Apakah vang menjadi dasar pembenian
kewenmngan kepada pemerintah daerah sebagai
dacrab otomom  dalam kerangka Negara
Kesatuan K1 dengan berdasar UL No:22 Tahun

fmplemeniasi Kewenangan Pemerimial Daeral
Boerdasorkan Undang-Undang Newror 22 Talum 19w

19997

2. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah itu
dijalankan oleh Badan atau Jabatan Administrasi
Mepara berdasarkan pada perolehan kewenangan
tersebut’!

3. Apakah yang menjadi kendala terhadap

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah
terschut?

PEMBAHASAN

Megara Republik Indonesia sebagal Nepara
Kesatuan, di dalamnyva terkandung prinsip bahwa
Pemerintah Pusat berwenang ikut campur tangan
secara lebih intensif terhadap persoalan-persoalan di
daerah seperti vang tercantum dalam pasal 18 ayat

(1) danavat (2) LIUD 19435 vang setelah amandemen
kedua, berbunyi:
(Pasal 18.avat (1) ULIT) 1945)
“Megara Kesatuan Republik Indonesia dibag;
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi
itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-
tiap provinsi, kabupaten, dan koda itu mempurivai
pemenniith dacrah, vang diatur dengan undang-
umidang.”
(Pasal 18avat (2) UL 19435)
“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten,
dan kota mengatur dan mengurus sendin urusan
pemenntahan menurut asas otonomi dan tugzas
pembantuan,”
Jika kehendak pembentub nepara Republik Indone.
s seperts vang tersebut dalam pasal T8 avat {11 dan
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{2) VLD 1945 tersebut, dapatlah dikatakan bahwa
Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang di
desentralisasikan. Pada dasamya pembentuk ULD
1945 menghendaki adanya pembagian kewenangan
antara pemenntah pusat dengan pemerintah daerah.
Sementara ity menurut UL No,22 Tahun
19499 tentang Pemenintahan Daerah. mengatur tentang
kewenangan daerah pada Pasal 7-13 UU No.22
Tahun 1999, Pembagian kewenangan bidang
pemerintahan antara pusat, daerah propinsi dan
dacrah kabupaten/kota diatur dalam Pasal 7- 11 UL
No.22 Tahun 1999, Kewenangan pusat meliputi
idang-bidang yang tersebut dalam Pasal 7 yang
menyatakan:
(Fasal 7 Ayat (1) UU No.22 Tahun 1999)
Rewenangan Dacrah mencakup kewenangan
dalam seluruh bidang pemerintahan. kecuali
kewenangan dalam bidang politik lusr negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan
fiskal, agama, serta kewenangan bidang Jain,
{(Pasal 7 ayat (2) UL No.22 Tahun 1999)
Kewenangan bidang lain, schapaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang
perencanaan nasional dan pengendalian
pembangunan nasional secara makro, dana
perimbangan kevangan, sistem administrasi
negara dan lembaga perekonomian negara,
pembinaan dan pemberdayaan sumber daya
imanusia, pendayagunaan sumber dayaalam serta
teknologl tinges vang strategis, konservasi, dan
standansasi nasional.
Pasal tersebut di atas sebapai suat bukti
diagutnya sistem rumab tangpa matenil oleh 11 Ne.22
Fahun 1999, Dengan demikian, semun kewenangan

Impesmeniont Kewenmngan Pemerintah Dacval
tierifasarkan Undane-Cndang Nomer 27 Tabun | 990
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vang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
adalah semua kewenanpan bidang pemerintahan
kecumli:
1. kewenangan dalam bidang politik uar neger;
2. kewenangon dalam bidang pertahanan
keamanan;
kewenangan dalam bidang peradilan;
kewenangan dalam bidang moneter dan
fiskal:
kewenangan dalam bidang agama;

6. kewenangan bidang lain vang meliputi:

W kebijakan tentang perencanaan nasional
dan penpendalian pembangunan nasional
secara makro;

B dana perimbangan keuangan;

B sistem administrasi negara dan lembaga
perekonomian negan;

B pembinaan dan pemberdayaan sumber
dava manusia;

B pendavapunaan sumber daya alam serta
teknoloe tinggl vang stralepis:;

B Lonservasi;

B dan standarisasi nasional,

kemudian juga dapat dilihat dalam pasal 9

avat{l) L' No.22 Tahun 199, vait:
“kewenangan provinsi schagai Daerah Otonom
mencakup kewenangan dalam bidang
pemeerintaban yang bersifat lintas kebupaten dan
kota, serta kewenangan dalam bidang

pemenniaban tertentu latnnya. ™

Dari Pasal 9 tersebut dapat dililvat

flort Sl
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kewenangan propinsi terdin dan 2 (dua) kategori,
vaitu kewenangan sebagai daerah olonom dan
kewenangan sebagai wilavah administrasi.
Kewenangan sebagai-daerah otonom mencakup
kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat
hintas kahupaten dan kota, kewenangan dalam bidang
pemerintahan tertentu lainnya, dan kewenangan yang
tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah
kabupaten dan kota
Selanjutnya juga terdapat dalam Pasal 10
avat (1), (2}, (3), dan (4) UL No.22 Tahun 1999,
vang membenkan kewenangan kepuda Daerah untuk
mengelola sumber daya nasional yang tersedia di
wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara
kelestarian lingkungan, Kewenangan Dacrah di
wilayah laut meliputi
B eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan
pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayvah

tersebut,

B pengaturan kepentingan administratif’

B pengaturan tata ruang;

B pencgakan hukum terhadap peraturan vang
dhkeluarkan oleh Dacrah atau yang dilimpahkan
kewenangannyaoleh Pemenntah: dan

B bhantuan penegakan keamanan dan kadaulatan

Pk,
Sehagal peraturan pelaksanaan dan hal tersebut, 1elah
dituangkan dalam PP No.25 Tahun 2000 emang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebapal Daerah Otonom. Namun dalam PP No.25

hr\ul'r'llll'.'.lﬂl'l.ll'.'i.fn' -'-.Irln'“u.lrll‘l'u!l Fq_'.lm'rr.lr]'.l.lh ”,rj'('r“.lr
feraasarkon Ulaclang - Cnolany Nomew 22 Talun F909

Tahun 2000 tersebut menganut sistem rumah tangga
formil, karena hampir tidak ada perbedaan mendasar
antara urusan yang dijalankan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kota/
Kabupaten.

Menurut Pasal 4 PP No.25 Tahun 2000,
kewenangan yang tidak atau belum dapat
dilaksanakan oleh kabupaten/kota, ditentukan
sehapai benkur:

I Kabupaten/kota vang tidak atau belum mampu
melaksanakan salah satu atau beberapa
kewenangan dapat melaksanakan kewenanpan
tersehut melalu kena sama antar kabupatenkot,
kerja sama antar kabupaten/kota dengan
propans, atau menyerahkan kewenanpan tersehu
kepada propinsi

Pelaksanaan kewenangan melalu kequsuma atau
penverahan suatu kewenangan kepada propinsi
harus didasarkan pada Keputusan Kepala
Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRID)
Eabupaten/Kota.

3. BupatiWalikota wajib menyampaikan kepatusan
mengenai penyerahan kewenangan kepada
propinsi kepada Ciubernur dan Presiden dengan
tembasn kepads Dewan Pertimbangan { tonomi
[daerah { DPOTD)

Presiden setelah memperoleh masukan dari
DPOD dapat menyetujul atau tidak menvelnjui
penverahan kewenangan tercebol Dalam hal
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tidak menyetujui, kewenangan tersebut harus
dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Sementara
jika menyetujui, pelaksanaan kewenangan
tersebut diserahkan kepada propins.

5. Apahila dalam jangka wakw 1 (satu) bulan
Presiden tidak memberikan tanggapan, maka
penverahan kewenangan tersebut diangpgap
disetujui.

6. Sebagai akibat penyerahan tersehut, propinsi
sebagan daerah otonom harus melaksanakan
dengan pembiavaan vang dialokasikan dan dana
penmbangan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah

7. Apabila propinsi tidak mampu melaksanakan
kewenangan tersebut, maka propinsi
menyerahkannya kepada Pemenintah dengan
mekanisme yang sama sebagaimana tercantum
dalam angka 3 sampai angka 6.

8. Apabila kabupaten/kota sudah menyatakan
kemampuannya menangam kewenangan
tersebut. propinsi atau Pemerintah wajib
mengembalikannya kepada kabupaten/®ota anpa
persetujuan Presiden,

Kewenangan dalam bidang pemerintahan
tertentu diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PP No.25 Tahun
2000, meliputi perencanaan dan pengendalian
pembangunan regional secara makro, pelatihan
bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia
potensial, penelitian yang mencakup wilayah propinsi,
pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian

Implenremiasi Kewenangan Pemerimtol Daercad
Bergasarkan Dlnaaeg- Undoaeg Nomrar 22 Tobn 1000

lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya
panwisata, penanganan penyakit menular dan hama
tanaman, dan perencanaan tala ruang propinsi.
Sementara itu, kewenangan daerah
kabupaten'kota mencakup seluruh kewenangan
pemennfahan selain kewenangan pusat maupun
daerah propinsi sebagaimana disebut di atas: Namun
dalam Pasal 11 UL} No.22 Tahun 1999, yvang
dinyatakan sebagm benkuot,
(Pasal 11 ayat (1) UU Ne 22 Tahun 1999)
“kewenangan Dacrah Kabupaten dan Daerah
Kota mencakup semua kewenangan
pemenntahan selain kewenangan vang
dikecualikan dalam Pasal 7 dan vang diatur dalam
Pasal 9.7
(Pasal 11 avat (2) UL No.22 Tahun 1999)
*Bidang pemerintahan vang wajib dilaksanakan
oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota
meeliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan
dan kebudayaan, pertanian, perbubungan, industri

dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan
hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.”

Kewenangan kabupaten/kota di wilayah Laut adatah
sejauh /3 (sepertiga) dan hatas laut doemah propins:
(lihat Pasal 10 UL No.22 Tahun 1999),
Sementara itu sistem rumiah Langga riil, dapat

diketemukan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayar
(1), Pasal 6avat (2), dan 9ayat {2) UL No.22 Tahun
999 vang berbunyi:

(Pasal 5 ayat (1) U1 No 22 Tahun 1999)

“Dacrah dibentuk berdasarkan pertimbangan

kemampuan ekonomi, potens: dacrah, sosial

budaya, sosial politik, jumlah penduduk., luas
daerah, dan pertimbangan lain vang
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memungkinkan terselenggaranva Otonomi
Daerah.”

{Pasal Gavat {1} UL No.22 Tahun | 994)
“Kewenangan provins sebagai Dacrah Oienom
termasuk juga kewenangan vang tidak atau belum
dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota”

{Pasal 6 ayvat (3) ULI Mo 22 tahun 19949)
“Kriteria tentang penghapusan, penggabungan,
dan pemekaran daerah, sebagaimana dimaksod
pada avat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan
PPeraturan Pemerintah. ™

Pasal Qayat (2) UL No 22 Tahun 1994%;
“Kewenangan provinsi schagai Dasrah Chonom
termasuk jugn kewenangan vang tidak atau belum
dapat dilaksanakan Daerah Kabupalen dan
Daerah Kota,”

Kewenangan pemenntahan vang diserahkan
kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus
diseriai penyerahan dan pengalihan pembiayaan,
sarana dan prasarana. seria sumber dayva manusia.

Adapun kewenangan Pemerintah dan
Propinsi sebaga daerah otonom menurut PP No.25
Tahun 1999 dapat diuraikan dalom tabel berikur;

Sementara kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan kepada Gubernur dalam dekonsentrasi
harus disertai dengan pembiavaan (Pasal § 117 No 22
Tahun 1499). Pemerintah juga dapat menugaskan
kepaida daerah urusan-urusan pemerintahan tertentu
dalam rangka tugas pembantuan, yang diseriai
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber dava
manusia. Penugasan tersebut dibebani kewajiban
melaporkan dan

pertanggungiawabannya kepada Pemerintah { Pasal

pelaksanaannyva

Implementas: Kesenogan Memerintal Daeroal
Aerdsarkan Diwlpmgr-Dindone Nomear 22 Talge 19099
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13 UL No.22 Tahun 1999
Fembagan kewenangan pemerintahan
terhadap Badan ataupun Tabatan adminstrasi negara
untuk melaksanakan pemerintahan tersebut, dopat
dilakukan dengan jalan atribus: dan delegasi dan juga
mandat. Menurut Kamus Istilah Hukum-Fockema
Adreae Belanda Indonesia, kata atribusi
(Belanda= Atmbutic )y mengandung ani:
Pembagian (kekuasaan); dalam kata anribatic van
rechismacht: pembagian kekuasaan kepada
berbagar instans: (absolute competentic/
kempetens: mutlak ). sehagai lawan dan distributie
van rechismacht. Juga: membagikan suatu
perkara kepada kekuasaan yudikatif sau
kekuasaan ekzekutif. Coflicten van attributie,
kontlik pembagian kekuasaan {Kamus Isilah
Hukum-Fockema Adreae Belanda Indonesia,
198336 dalam Markus Lukman, 1907: 118)
Sedangkan kata delegasi { Belanda = Delepatie)
miengandung ani:
Penyerahan wewenang dari pejabat vang lehih
tnggzi kepada yang lebih rendah: penverabhan yvang
demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain
dengan atau berdasarkan kekuatan hukum.
Misal: Dewan Perwakilan Daerah Kotapraja
memenntahkan kepada majelis walikota dan
pembantu walikota sntuk mengadakan peraurin-
peraturan fertentu. (Kamus Istifah Hukum-
Fockema Adreae Belanda Indonesia, 1983:9]
dan 286 dalam Markus Lukman, 1997 11R)

flort Suyiliwini
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Kewenangan Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota
Berdasarkan PP No. 5§ Tahun 2000

KEWENANGAN
KEWENANGAN PUSAT KEWENANGAN FROPINSI KABUPATEN/KOTA
Mencakup bidang politik luar Mencakup kewenangan dalam | Mencakup seluruh kewenangan
negeri, pertahanan dan bidang pemerintah vang pemerintahan sefain
keamanan, peradilan, moneter bersifat lintas kabupaten/kota, kewenangan Pusat maupun
dan fiskal, agama seria kewenangan dalam bidang Daerah Propinsi.
kewenangan bidang lain, pemerintah tertentu lainnya, dan
kewenangan yang tidak atau
belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota.
Kewenangan bidang lain Kewenangan dalam bidang Meskipun demikian, ada
tersebut dikelompokkan ke pemerintahan tertentu lainnya beberapa kewenangan yang
dalam 25 bidang, vaitu dikelompokkan ke dalam 20 wajib dilaksanakan,
pertanian, kelautan, hidang. vaitu pertanian, schagaimana diatur dalam pasal
pertambangan dan energi, kelautanan, pertambangan dan 11 ayat (U Ne. 22 tahun
perindustrian dan perdagangan, | energi, kehutanan dan 1999,
perkoperasian, penanaman perkebunan, perindustrian, dan
maodal, kepariwisataan, perdagangan, perkoperasian,
ketenagakerjaan, kesehatan, penanaman modal,
pendidikan dan kebudayaan, ketenagakerjaan, kesehatan
Sosial, penataan ruang, pendidikan dan kebudayaan
pertahanan, pemukiman, sosial. penataan ruang
pekerjaan umum, perhubungan. | pemukiman, pekerjaan umum,
Lingkungan hidup, politik perhubungan, lingkungan hidup,
dalam negen dan administrasi politik dalam negeri dan
publik pengembangan otonomi | administrasi publik,
dacrah perimbangan, keuangan, | pengembangan otonomi daerah,
kependudukan, olah raga, perimbangan dan perundang-
hakim, dan perundang- undangkan.
undangan, penerangan
Berikutnya kata mandat (Belanda = Mandaat) mengena kewenangan penguasa, yang diartikan
mengandung arti: dengan pemberian kuasa (hiasanyabersamaan
Mandaat, pada umumnya: Opdracht, perintah; - dengan perintah) oleh alat perlengkapan
Imperatief mandaat. [h dalam pergaulan hukum, pemerintah vang memberi wewenang ini kepada
baik pembenan kuasa (lastgeving ), mawpun kuasa yang lain yang akan melaksanakannya atas nama
penuh {volmacht). tanggung jawab alat pemerintah vang pertama
Mandaat van beschikkings bevoegheid, mandat tersebut.
RS e
implementasi Kewenangan Pemeriniah Dacrah 24 Heri Susilowabi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahu 1000
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Pada atribusi/attributie (pembagian kekuasaan
hukum) diciptakan suatu wewenang, pada
delegasi (delegatic) discrahkan suatu wewenang,
pada mandat tidak ada penciptaan ataupun

penyerahan wewenang. Cin pokok mandat
adalah suatu bentuk perwakilan, Mandatans

berbuat atas nama yvang diwakili. (Garis bawah
oleh penulis), (Kamus Istilah Hukum-Fockema
Adreae Belanda Indonesia, 1983:286 dalam
Markus Lukman, 1997: 119)

Dari uraian di atas dapat dikatakan pada
dasarnya atribusi terjadi pemberian kewenangan
pemernintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini
dilahirkan suatu kewenangan pemerintahan baru.
Legislator vang kompeten untuk memberikan atribusi
wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

a.  Yang berkedudukan sebagai original legislator:
di negara kita di tingkat pusat adalah MPR
sehagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama
dengan Presiden sebagai pembentuk UL dan
Presiden karena berwenang untuk membentuk
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
Sedangkan di tingkat daerah adalah DPRD dan
Pemerintah Daerah yang membetuk Peraturan
Daerah,

b. Yang bertindak sebagai delegated legislaror:
seperti Presiden yang berdasar pada suatu
ketentuan UL mengeluarkan suatu Peraturan
Pemerintah di mana diciptakan wewenang

Implementasi Kewenangan Pemerintah Dograh

Berdazarkan Undang-Undang Nomor 22 Talun 1909

pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata
Usaha Negara tersebut. (Indroharto, 1994:91),

Sedang pada delegasi terjadilah pelimpahan
suatu wewenang vang telah ada oleh Badan atau
Jabatan Tata Usaha Negara vang telah memperoleh
suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada
Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya.
Dengan demikian suatu delegasi selalu didahului oleh
adanya suatu atribusi wewenang,

Pada atribusi wewenang, terjadi pembenan
suatu wewenang oleh suatu ketentuan peraturan
perundang-undangan, sedang pada delegasi di situ
terjadi pelimpahan atau pemindahan suatu wewenang
yang telah ada, sehingga selama pendelegasian itu
berlangsung, pemberi delegasi akan kehilangan
wewenang yang telah didelegasikan. Bila delegasi ingin
menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan,
maka harus dengan peraturan perundang-undangan
yang sama. Kemudian wewenang yang diperoleh dari
delegasi itu dapat pula disubdelegasikan kepada sub
delegataris. Untuk sub delegasi ini berlaku sama
seperti delegasi.

Pada mandat, di situ tidak terjadi suatu
pemberian wewenang baru maupun pelimpahan
wewenang. Dalam hal mandat, maka di situ tidak
terjadi perubahan apa-apa mengenai distribusi
wewenang yang telah ada, yang ada hanya suatu
hubungan intern. Wewenang dilaksanakan alah
mandatans atas nama dan tanggung jawab mandans
{pihak yang memberikan mandat). Kemudian

Heri Busilonc!



PERSPEKTIF Volume X Nood Tahun 2004 Edisi Januari

wewenang vang diperoleh dari atribusi maupun
delegasi dapat dimandatkan kepada organ atau
pejabat bawahannya bilamana organ atau pejabat
yang secara resmi memperoleh wewenang itu tetapi
tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang
tersebut. Hanya saja pada mandat, mandans tetap
berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya
bila ia menginginkannva, Mandans juga dapat
memben petunjuk kepada mandatans yang dianggap
perlu. Mandans bertanggung jawab sepenuhnva atas
keputusan yang diambil berdasarkan mandat.
Sehingga vundis formal mandatans bukan omng lan
dart mandans.

Perlu pula dikemukakan pendapat Hene
van Maarseveen dan H.G. Lubberdink yang dikutip
oleh Soewito sebagar benkut:

Maarseveen tidak membedakan “pelimpahan
tugas" dengan “pelimpahan wewenang™. Namun
diakui bahwa pelimpahan dalam bentuk delegatie,
delegatans bertindak atas nama sendiri dan atas
beban tanggung jawab. Dengan begitu delegatans
dapat diminta pertanggungjawaban dan dapat
pula digugat karena kesalahannya menjalankan
kekuasaan vang diperolehnya. Seorang
mandataris bertindak atas nama pember kuasa
{(*“mandat™) dan tidak memiliki wewenang penuh
dalam menjalankan kekuasaannya

Menurut Lubberdink pertanggungjawaban untuk
pelaksanaan wewenang tetap pada pemberi
kuasa, sebab pemberi kuasa yang memberikan

petunjuk baik yang umum maupun petunjuk yang
khusus kepada mandatans. (Soewoto, 1987:7)

Berbaga kemungkinan suatu badan atau
pejabat administrasi negara memperoleh
wewenangnya melalui atribusi, delegasi, dan mandat,
digambarkan oleh B. de Goede sebagai berikut: (B,
de Goede, 1986:56)

Pada kewenangan vang dimiliki oleh para
pejabat administrasi Pemerintah Daerah Otonom itu
merupakan kewenangan yang diperoleh melalui jalan
atribut kewenangan. '

Sementara itu kewenangan sebagai wilayah
administrasi mencakup kewenangan dalam bidang
pemenntahan vang dilimpahkan kepada Gubernur
selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah.
Kewenangan tersebut diperoleh dengan jalan delegasi
kewenangan dan pejabat vang melaksanakannya
vakni Gubermur adalah sebagai delegataris.

Kemudian untuk kewenangan tugas
pembantuan yang merupakan kewenangan
pemerintah pusat yang kemuodian dimandatkan
kepada orang-orangnya untuk melaksanakan urusan
tersebut.

Menurut pendapat Milton J. Esman bahwa
masih perlu adanya sentralisasi terhadap beberapa
urusan yang dilaksanakan oleh pusat, penulis
sependapat tentang hal 1tu; vakni bahwa sentralisasi
hanya untuk hal-hal tertentu vang dipandang atau
diduga daerash memang tidak akan mampu
melaksanakannya dengan mengingat kondisi dan
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situasi daerah vang bersangkutan serta sifat urusannya
yang memang sangat memerlukan keseragaman dalam
penanganannya. Kemudian permasalahan yang
muncul adalah hahwa pelaksanaannya seringkali dapat
mematikan aspirasi yang ada di daerah untuk turut
serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan khususnya di daerahnva.

Dalam tulisannya, Milton J. Esman juga
menyorotl adanya kecenderungan ketidak-percayaan
pemerintah pusat kepada pemenintah daerah dan juga
adanya konsep sentralisasi hanva untuk hal-hal tertentu
serta berdasarkan pada sifat dan kondisi dacrah yang
pada gilirannya akan menimbulkan apatisme dan
curiga mencurigai antara pusat dan daerah. Hal itu
menurut penulis tidak sepenuhnya benar, karena
semua berpulang kepada daerah untuk
mengembangkan dacrahnya sendiri berdasar
kemampuannya, akan sangat tergantung pada
partisipasi masyarakat daerah tersebut.

Berdasar pengalaman, dalam pelaksanaan
bidang-bidang tugas tertentu sistem sentralisasi tidak
dapat menjamin kesesuaian tindakan-tindakan
pemerintahan dengan keadaan-keadaan khusus di
dacrah. Maka untuk mengatasi hal ini, paling sedikit
sistemn sentralisasi itu harus diperlunak, yaitu dengan
melaksanakan sistem dekonsentrast tentotial, dalam
mana kepada organ-organ Pemenintah Pusat di
daerah-daerah dibenikan kekuasaan untuk
meclaksanakan kebijaksanaan Pemerintah sesuai
dengan keadaan khusus di daerah-daerah masing-

masing. Namun sistem inipun belum dapat menjamin
efektivitas dan efisiensi pemerintahan, sebab
pemerintah setempat masih tetap tenkat oleh instruksi-
instruksi Pemerintah Pusat dan tidak mempunyai
kebebasan yang cukup luas dalam menyelenggarakan
kepentingan masyarakat daerah; oleh karena itu
digunakan sistem desentralisasi teritorial.

Sistern desentralisas, umumnya menyangkut
2 (dua) hal yaitu teritorial (polink) dan fungsional.
Menurut Bayu Suryaningrat, desentralisasi adalah:

Mewujudkan asas desentraliasi dalam

pemerintahan negara dalam desentralisasi ini

rakyat secara langsung mempunyai kesempatan
untuk turut serta (participation) dalam
penvelengparaan pemerintahan di daerahnya.

Desentralisasi kenegaraan dapat dibedakan

antara;

1. Desentralisasi teritonial (territoriale
decentralisatir), yang penverahan
kekuasaan untuk mengatur dan mengurus
rumnah tangganya sendiri (cdonomie), batas
pengaturan termaksud adalah daerah:

2. Desentralisasi fungsional (functionale
decentralisatie) yaitu pelimpahan
kekuasaan untuk mengatur dan mengurus
fungsi terientu. Batas pengaturan tersebut
adalah jems fungsi misalnya pendidikan,
pengairan dan sebagainva. (Bayu
Survaningrat, 1981:6-7)

Amrah Muslimin mengemukakan ada 3 (tiga)

Fepdewmraniar] Kewenangan Pemerinigh Doerah
Berdasarkant Undang-Usdang Nomor 22 Tahn 1909
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macam desentralisas: yaitu:
desentralisasi politik, pengakuan adanya hak
mengurus kepentingan ramah tangea sendin pada
badan-badan politik di daerah-daerah vang
dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu,
desentralisasi fungsional sebagai pengakuan
adanva hak pada golongan-golongan mengurus
satu macam atau golongan kepentingan dalam
masyarakat, baik serikat atau tidak pada suau
daerah terentu. Umpama Subak di Bali; dan
desentralisasi kebudavaan, vang mangakui
adanva hak pada golongan kecil, masyarakat
menyelenggarakan kebudavaannya sendin
{mengatur pendidikan, agama dan lain-lain.
( Amrah Muslimin, 1960:89),
Sementara itu setelah berlakunya LU No 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehagai
pengganti dari ULl No.5 Tahun 1974 dan LI No 5
Tahun 1979, memberikan pengertian desentralisas:
dalam pasal [{e) sebagai berikut:
“Penverahan wewenang pemerintahan oleh
Pemenntah kepada Daerah Otonom dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.™
Menurut The Liang Gie, alasan dianutnya
desentralisasi adalah:
1. dilihat dari sudut politik sebagai permainan
kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan
untuk mencegah penumpukan kekuasaan

pada satu pihak saja yang pada akhirnya  atau

2. Dalam bidang politik penyelenggaraan
desentralisasi dianggap sebagai tindakan
pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut
serta dalam pemenintzhan dan melatih din
dalam mempergunakan hak-hak demokrasi;

3. Dan sudut teknik organisatonis pemernintah,
alasan mengadakan pemerintahan daerah
{desentralisasi) adalah semata-mata untuk
mencapal suatu pemenntahan yvang efisien.
Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus
oleh pemenintah setempat pengurusnya
diserahkan kepada daerah. Hal-hal vang
lehih tepat di tangan Pusat tetap diurus oleh
Pemenntah Pusat;

4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu
diadakan supava perhatian dapat
sepenuhnya  ditumpahkan kepada
kekhususan sesuatu daerah, seperti peografi,
keadaan penduduk, kegiatan ekonomi,
watak kebudayaan atau latar belakang
sejarahnva;

3. Dan sudut kepentingan pembangunan
ekonomi, desentralisasi diperfukan karena
pemerintzh daerah dapat lebih banyak dan
secara langsung membantu pembangunan
tersebut. (The Liang Gie, 1968: 37-38, 40-
41).

Dalam pelaksanaan desentralisasi teritorial
dengan istilah vang biasa digunakan adalah hak

dapat menimbullan tirani; otonomi (pemerintahan sendiri), dalam prakieknya

Implementari Kewenangan Pemeriniah Dasvah 28
Berdasarkan Undang-Undang Nowaor 22 Tohan 009
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tidak semua tugas pemerintahan itu diserahkan
kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah.
Ternyata masih ada tugas-tugas pemerintahan yang
tetap dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sebabnya
ialah:
pertama, ada tugas-tugas yang
penyelenggaraannya lebih efektifkalau dilakukan
secara sentral, dan
kedua, masyarakat setempat dianggap belum
cukup mampu untuk mengurus tugas-tugas
tertentu misalnya karena dalam masvarakat vang
bersangkutan belum tersedia tenaga-tenaga
kapabel, dan belum ada sumber-sumber
keuangan yang cukup. (Josef Riwu Kaho,
1991:10).

Dari sebab itu, kita tidak boleh melupakan
bahwa pada akhirmya isi otonomi (yaitu kuantitas/
banyaknya tugas-tugas atau urusan-urusan yang
diselenggarakan sendin oleh Daerah) itu tergantung
kepada tingkat perkembangan serta kemampuan
masyarakal Dacrah sendiri.

Berdasar hal tersebut di atas, maka sistem
dekonsentrasi dan desentralisasi itu dapat digunakan
secara bersama-sama dalam imbangan yang sesuai
dengan tingkat perkembangan dan kemampuan
masyarakat daerah dan sebenamya tergantung pada
soal, apakah suatu tugas itu lebih efektif
penyelenggaraannya kalau digunakan sistem
dekonsentrasi atau bahkan sentralisasi. Walaupun di
daerah berlaku desentralisasi, tetapi normanya tetap

Torplemeniasi Kewenangan Pemeriniah Doerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

dalam pelaksanaannya.

D samping asas-asas Pemerintahan Daerah
tersebut di atas, juga dilaksanakan sistem rumah
tangga daerah yang dapat dibagi dalam:
sistern rumah tangga materiil
sistern rumah langga formil
sistemn rumah tangga riil
sistem rumah tangga residu,

Pada sistem rumah tangga materiil,
pemberian kewenangan kepada di daerah dengan
didasan suatu pertimbangan dan keyakinan bahwa
daerah akan mampu melaksanakan urusan yang di
serahkan kepadanya. Dalam pengertian sistem
otonomi materiil ini antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ada pembagian tugas (wewenang
dan tanggung jawab) yang eksplisit (diperinci secara
tegas) dalam undang-undang pembentukannya.
Artinya, otonormi daerah itu hanya meliputi tugas-tugas
vang telah ditentukan satu per satu, jadi bersifat definif.
D sini yang berbeda adalah materi vang menjadi
objek pengurusan dan pengaturan dari masyarakat
daerah itu sendin.

Sementara itu, untuk sistem rumah tangga
formil, melihat bahwa pada dasarya Pemerintah
Daerah mempunyai kemampuan yang sama dengan
Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangan
yang diberikannya; dengan lebih mengutamakan pada
aspek efisiensi penyelenggaraan tugas pelayanan
publik. Dalam pengertian ini, tidak ada perbedaan

ol o
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sifat antara urusan-urusan vang diselenggarakan oleh
Pemerintah Pusat dan oleh daerah-daerah otonom.
Bila ada pembagian tugas (wewenang dan tanggung
jawab), hal imi hanya semata-mata discbabkan
pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan praktis.
Artinya, pembagian tugas itu tidaklah disebabkan
materi yang diatur berbeda sifatnya, tetapi adanya
keyakinan bahwa kepentingan daerah tersebut dapat
lebih baik dan berhasil (lebih efisien) apabila
diselenggarakan sendiri oleh dacrah masing-masing
darn pada oleh Pemenntah Pusat. Tugas dari daerah
otonom secara normatif tidak terperinei di dalam
undang-undang pembentukannya, tetapi ditentukan
dalam susfunumusan yang umum saja. Rumusan umum
itu hanya mengandung asas-asas saja, sedangkan
pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah
Daerah. Batasannya tidak ditentukan secara pasti,
tetap bergantung dan keadaan, waktu dan tempat.
Dengan demikian hasil guna dan daya puna sistem ini
sangat tergantung pada kreativitas dan aktivitas daerah
OlOTHHTL

Ststern rumah tangga riil, penyerahan urosan
atau tugas dan kewenangan kepada daerah
didasarkan pada faktor yvang nyata atau riil, sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan vang riil dari
daerah maupun Pemerintah Pusat maupun
pertumbuhan masyarakat vang terjadi. Dengan
demikian lebih menonjolkan pada kemampuan nyata
vang dimiliki oleh daerah dalam melaksanakan urusan
yang menjadi kewenangannya maupun kewenangan

yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah
vang ada di bawahnya. Oleh karena pemberian tugas
dan kewajiban serta wewenang imi didasarkan pada
keadaan vang nyata di dalam masyarakat, membawa
konsekuensi bahwa tugas dan urusan yang selama ini
menjadi wewenang Pemerintah Pusat dapat
diserahkan kepada Pemenntah Daerah, dengan
mempertimbangkan kemampuan masyarakat daerah
untuk mengatur dan mengunisnyva sendin. Sehaliknya,
tugas yang telah menjadi wewenang daerah pada suatu
ketika, bilamana dipandang perlu, dapat ditarik
kembali oleh Pemenntah Pusat. Sistem ramah tangga
riil ini merupakan penggabungan dar sistem rumah
tangpa mateniil dan sistern rumah tangga formil.
Kemudian untuk hal-hal yang tidak termasuk
dalam ketiga sistem rumah tangga tersebut adalah
sistem rumah tangga residu (sisa). Dalam sistem ini
secara umum tefah ditentukan terlebih dahulu tugas-
tugas yang telah menjadi wewenang Pemerintah Pusat,
sedangkan sisanva menjadi urusan rumah tangga
daerah. Kebaikan dari sistem ini terletak pada saat
timbulnva keperiuan-keperluan baru, Pemerintah
Daerah dapat dengan cepat mengambil kepustusan dan
tindakan vang dipandang perlu, tanpa menunggu
perintah dan pemerintah pusat. (Kaho, 1997:15).
Jadi dalam sistem rumah tangga ini terdapat
kewenangan vang belum dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat dan tidak dibenkannya kewenangan
kepada daerah, namun karena daerah merasa perlu
dan mampu melaksanakannya, maka hal tersebut akan

Implementasi Kewenargan Pemeriniah Daerah
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dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tersebut

tanpa menunggu perintah dan pemerintzh pusat.
Lislie Lipson dalam bukunya " The Great

[vsues af Politics: An Introduction to Political Sci-

ence”’ (1981:13), menjabarkan 5 (lima) masalah

besar {grear isswes), yaitu:

I The coverage of citizenship: Should it be ex-

clusive or all inclusive ?

The functions of the state: Showld its shere of

activity be fimited or unlimired?

| 81

iy

The source of authirity: Should it originate
in the peaple or government?
4. The siructure of authorithy: Should power he
concentrated or dispered?

]

The magnitude of the state and ity external
relations: What unit of government is prefer-
able? What interstate order is desirable?

Dialam kaitan dengan hal tersebut di atas, lebih lanjut
Lipson menegaskan:
The first issue is the choise between equality
and inequality,
The second issue (s the choise between a plu-
ralist and monistic state,
The third issue is the choise between freedom
and dictatorship
The fourth issue is the choice between a dis-
persion of power and their unification.
The fifth issue is the choice between a multi-

rude of state and a universal state (Lislie

Implemtemicss Kewenarmgan Pomerintan Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1900

Lipson, 1981:16).

Dran kelima masalah besar tersebut, masalah keempat
berkaitan langsung dengan masalah pilihan antara cen-
tralization dan local awtonomy. Bila piliban jatuh
pada local autonamy, berarti Pemerintah Pusat harus
menyvelenggarakan desentralisasi atau dengan
perkataan lain, penyelenggaraan desentralisasi
merupakan konsekuensi dari pemilihan yang
dijatubkan pada local autonomy. (Josef Riwu Kaho,
1991:2).

Berdasarkan pada teori desentralisasi seperti
dikemukakan oleh Bulthuis, bahwa;

Desentralisasi adalah suatu keadaan vang terjadi

apabila:

l.  Kewenangan untuk mengambil keputusan
diserahkan dari seseorang pejabat
administrasi / pemerintah kepada yvang lain;

2. Pejabat yang menyerahkan itu mempunyai
lingkungan pekerjaan vang lebih luas
daripada pejabat yang diserahi kewenangan
tersebut;

3. Pejabat yang menyerahkan kewenangan
tidak dapat memberi perintah kepada
pejabat yvang telah diserahi kewenangan it
mengenai pengambilan / pembuatan
keputusan atau isi keputusan it;

4a. Pejabat vang menyerahkan kewenangan itu

tidak dapat menjadikan  keputusannya
sendiri sebaga pengganti keputusan yang
telah diambil / dibuat;

Erl S o
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4b. Pejabat yang menyerahkan kewenangan itu
tidak dapat secara bebas menurut pilihan
sendiri sebagai pengganti keputusan vang
telah diserahi kewenangan itu dengan orang
lain;

5. Pejabat yang menyerahkan kewenangan itu
tidak dapat menyingkirkan pejabat yang telah
diserahi kewenangan itu dari tempatnya.
Pendapat di atas merupakan pemahaman

dari sistem desentralisasi murni, nampak bahwa
penyerahan kewenangan kepada daerah oleh
Pemerintah Pusat atau pemerintah vang ada di
atasnya, membawa konsekuensi bahwa adanvya hak
otonomi yang dari daerah-daerah berarti pembatasan
terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah
Pusat; baik mengenai penyelenggaman urusan-urusan
tertentu maupun pengaturannya. Selanjutnya mengenai
kekuasaan otonomi dalam tiap-tiap lapangan
pekerjaan adalah tergantung dari sejarah
pembentukan masing-masing negara, apakah otonomi
diberikan dari atas (Pemerintah Pusat) ataukah
otonomi itu berkembang dari bawah dan oleh
Pemerintah Pusat atas dasar permusyaratan kemudian
diben dasar formil yuridis. Dengan demikian akan
nampak bahwa otonomi merupakan realisasi dari
pengakuan, bahwa kepentingan dan kehendak rakyat
merupakan satu-satunya sumber untuk menentukan
sistem dan jalannya pemenntahan negara atau dengan
perkataan lain, otonomi daerah adalah bagian
keseluruhan dari usaha mewujudkan kedaulatan

asi Kewenangan Pemering crd
Berdasarkan Undang-Undang Noemar 22 Tahun 1999

rakyat dalam pemerintahan. Menurut Mariun dalam

bukunya " Azas-azas [lmu Pemerintahan"” bahwa

alasan bagi dianutnya desentralisasi adalah:

1. demi tercapainya efektivitas pemerintahan;

2. demi terlaksananya demokrasi di / dari bawah
fgrassroois democracy),

Di negara-negara dunia ketiga pada
umumnya, kewenangan yang dimilikinya sebagai
pembenan dan pemenintah yang ada di atasnya - pada
kenyataannya seringkali mengalami kesulitan-
kesulitan, dalam hal ini dapat dikatakan tidak ada
negara demokrasi yang menolak pemberian hak
otonomi kepada daerah-daerahnya, Kesulitan ini
antara lain berkaitan dengan bagaimana pengaturan
pembagian wewenang antara Pusat dan Daerah,
sedang di lain pihak bagaimana agar Permenintsh Pusat
selaku pemegang kekuasaan tunggal dalam Negara
Kesatuan, tetap dapat terjamin. Mengingat juga
perkembangan peranan Pemerintah Pusat vang makin
bertambah penting, di mana hampir tidak ada lagi
bidang kehidupan yang terlepas dari campur tangan /
penganih Pemerintah Pusat, maka ada kemungkinan
sesuatu masalah yang sebelumnya adalah hanva
bersifiat lokal berubah menjadi persoalan penting yang
menyangkut Negara dan bangsa keseluruhan, J.P.
Oud, pakar besrunrkunde dari Belanda menegaskan
bahwa otonomi bukan hanya wewenang untuk
mengatur dan mengurus urusan sendiri, tetapi
mencakup penggunaan wewenang itu secara mandin,
hanya tetap di bawah pengawasan wewenang itu
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secara mandiri, hanya tetap di bawah pengawasan
Pemerintah Pusat. Alasan-alasan pemerintah pusat
untuk melakukan pengawasan terhadap daerah dapat
dikaitkan dengan hal-hal sebagai berikut:

ia). To maintain minimum standards in the

performance of service by local authori-

Hes;!
), Te maintain aof standari of
administrationags well as

coordinateadministration between and
among various levels of government;
fe).  Toprotect the citizens against the abuse
of powers by local authorities,
fd). Tocontrol local expenditures as part of
the management and planning of the na-
tiomal economy;
fe). To wield and integrate the diverse
people into g nation,
Sebagar akibatnya, maka Pemerintah harus
menelapkan dan menjaga atau mempertahankan
standart mindimum dalam pemberian pelayanan
kepada masyarakal vang dilakukan oleh Pemenntah
Daerah. Dengan demikian, kualitas atau mutu
pelayanan akan tetap terpelibara dengan baik.
Demikian juga halnya dengan standart minimum
administrasi harus ditetapkan agar keseragaman dan
kontinuitas dapat tegjumin. Sebab itu, maka penentuan
standart secara nasional akan dapat terjamin. Sebab
itu, maka penentuan standart secara nasional akan

dapat membantu mendorong adanya perlakuan yang

mplemreriasi Kowerarngan Pemerintalt Daerah
Rerdasarkan Ungang-Uadarng Nowor 22 Tahur 1999

sama tehadap rakyat di Daerah yang memerlukan
pelayanan dani Pemerintah Daerah, seperti halnya
dengan pelayanan vang dibenkan oleh Pemenntah
Pusat kepada masyarakat secara umum, Pengawasan
vang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat
menghasilkan koordinasi antara pelbapai tingkatan
pemerintahan, khususnya antara pejabat-pejabat
Daerah vang jelas berbeda-beda antara satu dengan
lainmya.
Selanjutnya vang menjadi ukuran
kemandinian daerah otonom adalah:
|, Jumlah wewenang atau urusan pangkal;
2. Jumlah urusan pemerintahan vang il vang
dimiliki oleh Daerah;
3, Jumlah fungsi dalam suatu urusan
pemerintahan vang dimilikinya;
4. Jumlah Peraturan Daeah rata-rata tiap tabun
dalam tempo lima tahun;
5. Jumlah Dinas atau Badan/l.embaga milik
Diaerah;

6. Jumlah PAD datam perbandingan propaorsion
dengan jumiah urusan dan wewenangnya;

7. Jumlah PAD dibanding dari pemerintah
“atasan” (Pemenntah Pusat dan Pemenntah

Daerah Tingkat T) (Ateng Syafrudin, 1994:2)

Tingkat kemandirian Daerah sebagaimana tersebut di
atas masih harus dinilai juga dari aspek-aspek lain
tentang keberhasilan melaksanakan fungsi-fungsi
membangun manusia seutuhnya dan masyarakat
secara keseluruhan vang mengandung unsur keadilan

el Suriloweni
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dalam kesejahteraannya.

Dzalam menentukan pemberian ataupun

penarikan kembali otonomi kepada daerah, maka
dibentuk Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
(DPODY) berdasar Keppres No.23 Tahun 1975 vang
susunan keanggotaan DPOD terdin dari:

Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua merangkap
anggota

Menteri Negara Ekuin sebagai anggota
Menteri Negara Ketua BAPPENAS sebagai
angRota

Menteri Megara Penertiban Aparatur Negara
sebagai anggota

Menteri Pertahanan Keamanan sebagai anggota

6. Menteri Keuangan sebagai anggota

Menteri Kesejahteraan Rakvat sebagai anggota
Kemudian ditambah Digen PUOD sebagai

Sekretaris’bukan anggota
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mempunvai
tugas merumuskan pertimbangan:

o on b g B e

Pembentukan Daerah Otonom
Penambahan/pertuasan Daerah Otonom
Penghapusan Daerah Chonom

Penarikan kembali urusan otonomi
Penambahan sumber kewangan Daerah
Perubahan struktur perimbangan keuangan.

Dari uraian tersebut dapat ditampilkan adanya

beberapa faktor-faktor vang mempengaruhi
pelaksanaan otonomi antara lain adalah:

Faktor manusia pelaksana vakni pejabat-pejabat

emenian Kewehangan Pemerinian Daera

Berdasarkan Undawg-Undang Nemor 22 Tahun 1990

B2

di Daerah, kemampuan Aparatur Pemerintahan
Daerah dan partisipasi Masyarakat,

Faktor keuangan daerah vakni pajak daerah,
retribusi daerah, perusahaan daerah dan Dinas
Daerah dan pendapatan lainnya;

3. Faktor peralatan;
4. Faktor organisasi dan manajemen.

PENUTUP

-

Dasar dari pemberian kewenangan kepada
pemerintah daerah sebagai daerah otonom dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan berdasar UU No.22 Tahun 1999 adalah
kemampuan daerah yang digali dengan berdasar
pada pemberian otonomi dengan menitik
beratkan pada pelaksanaan asas desentralisasi
dengan sistem rumah tangga yang dijalankan
secara materiil, formil dan nyvata.

Kewenangan pemerintah daerah itu dijalankan
oleh Badan atau Jabatan Administrasi Negara
berdasarkan pada perolehan kewenangan
dengan jalan atribusi, delegasi dan mandat.
Kendala dalam pelaksanaan kewenangan-
kewenangan pemerintah dacrah tersebut
bertumpu pada faktor sumber daya manusianya
dalam mengelola pelaksanaan kewenangan
tersebut, kemudian juga didukung oleh sumber
dava alam vang memadai vang sungat terkait
dengan sumber pendanaan bagi terlaksananya
kewenangan tersebut. T samping itu juga faktor
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tersedianya peralatan vang memadai dan
organisasi dan manajemen yang berkualitas,
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